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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Pajak Kendaraan 
Bermotor merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah, meskipun 
setiap tahun target ditingkatkan. UP3AD yang dipercaya mengelola 
pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, berupaya menjadi instansi yang 
menerapkan transparansi akuntabilitas maupun kredibilitas dalam melayani 
masyarakat. 
Status Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu 
dinas yang mendukung Pendapatan Asli Daerah, berupaya untuk terus 
menerus mengoptimalkan seluruh kemampuan dinas agar Pendapatan Asli 
Daerah setiap tahun meningkat seiring tuntutan kemajuan perkembangan 
perekonomian di Jawa Tengah.  
Implementasi dari kebijakan untuk menjadi dinas yang mampu 
mewujudkan pendapatan yang optimal tersebut dilandasi dengan upaya 
pelayanan yang memuaskan masyarakat secara terus menerus selalu 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para aparat Dinas Pendapatan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah serta penyederhanaan sistem dan prosedur 
pelayanan (pelayanan cepat, tepat dan biaya ringan) dengan tetap 
memperhatikan asas keadilan, pemerataan manfaat dan kemampuan 
masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang 
tercermin dalam peningkatan disiplin kerja penyempurnaan sistem 
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administrasi, juga meningkatkan pembinaan secara terpadu dengan instansi 
yang terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur. 
Status Direktorat Pendapatan Daerah seiring dengan proses perkembangan 
pembangunan di Jawa Tengah ditingkatkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah 
(DIPENDA) Propinsi Jawa Tengah, meski status berubah pendapatan tetap 
ditingkatkan targetnya. Guna meningkatkan  pendapatan daerah, dirintis usaha 
intensifikasi dan ekstensifikasi sampai timbulnya Sistem Administrasi 
Manunggal dibawah Satu Atap selanjutnya disingkat SAMSAT (Niken 
Damayanti: 2008). 
Salah satu inovasi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah 
dalam sektor perpajakan adalah didirikanya Samsat. Namun dalam 
prakteknya, peraturan yang diberlakukan dalam masing-masing daerah 
berbeda, sehingga mengakibatkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB), maupun Bea balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) tidak 
seragam. 
Disamping itu, pengurusan terhadap kendaraan bermotor mengalami 
hambatan karena pemilik harus datang ke berbagai kantor untuk mengurus 
berbagai keperluan yang diperlukan dalam kepemilikan kendaraan bermotor 
tersebut. Untuk mengurus Pajak harus datang ke Kantor Dipenda, untuk 
membayar Jasa Raharja harus datang ke Kantor Perwakilan Jasa Raharja, 
untuk mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku 
pemilik kendaraan Bermotor (BPKB) harus datang ke Kantor Polisi. Hal ini 
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mengakibatkan banyak waktu, tenaga dan biaya yang terbuang (Puji wahyu 
Sejati: 2007). 
Seiring dengan perkembangan jaman, mulai tanggal 01 Nopember 2005 
Kantor Bersama Samsat se-Provinsi Jawa Tengah menerapkan dan 
memanfaatkan teknologi informasi dengan fasilitas On-Line antar Samsat se-
Jawa Tengah dan merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah 
memanfaatkan sarana teknologi On-Line ini, mengapa satu-satunya?karena di 
Jawa Tengah On-Line bisa menjangkau seluruh Samsat yang ada di wilayah 
Jawa Tengah, baik Samsat Induk, Samsat cabang pembantu, Samsat Keliling 
maupun Samsat Cepat dan Samsat Mall. Teknologi inilah yang tidak dimiliki 
Provinsi lain di Indonesia. Kendaraan yang bisa difasilitasi dengan On-Line 
adalah kendaraan yang pajak ulang setiap tahun tanpa perubahan atau 
pemutakhiran data. Hakekat sistem On-Line adalah fleksibilitas pelayanan, 
wajib pajak (WP) dapat membayar PKB dan mengesahkan STNK di Samsat 
manapun di Jawa Tengah tidak perlu ke Samsat asal. Dengan kata lain Samsat 
ada dimana-mana dan WP bisa membayar ke mana saja (Danang Sasongko: 
2008). 
On-Line antar Samsat yang telah berlangsung sejak 01 Nopember 2005 
ini, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan PKB. Sistem On-Line ini 
diharapkan memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan PKB, 
mengingat semakin tingginya target yang harus dicapai setiap tahunnya. 
Dengan adanya target yang harus dicapai setiap tahunnya maka dapat 
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dipastikan obyek PKB maupun nominalnya diharapkan juga mendekati target 
yang dibebankan oleh Dipenda Provinsi Jawa Tengah. 
Khusus On-Line antar Samsat, tidak ada target khusus hanya ada 
kompetisi antar Samsat se-Provinsi Jawa Tengah dengan masing-masing 
strateginya untuk meningkatkan Pendapatan PKB pada Kantor Bersama 
Samsat. 
Tujuan penerapan sistem On-line adalah memudahkan WP untuk 
melakukan pembayaran serta mempercepat proses pengolahan data. WP tidak 
harus lagi melakukan pembayaran pada Samsat setempat dimana WP 
terdaftar, tetapi WP dapat melakukan kewajiban perpajakan di Samsat lain 
yang telah menerapkan sistem pembayaran PKB secara On-Line dalam satu 
wilayah se-Jawa Tengah. Selain itu WP juga bisa melakukan proses 
pembayaran PKB secara On-Line di Bank yang telah ditunjuk dalam 
pembayaran PKB ini. 
Pelayanan  terhadap pembayaran PKB dengan sistem On-Line diharapkan 
dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga mampu 
melakukan pengumpulan, pengklasifikasian, perhitungan, dan penyajian data 
yang benar kaitannya dengan informasi yang relevan, akurat, lengkap, dan 
disajikan tepat waktu. 
Dengan adanya sistem On-Line yang diterapkan pada Samsat akan 
mempengaruhi penerimaan PKB yang diterima oleh karena itu penulis tertarik 
untuk meneliti peningkatan pendapatan daerah atas PKB dalam kaitannya 
dengan diberlakukannya pelayanan sistem On-Line pada Kantor Bersama 
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Samsat dengan mengangkat topik “PENGARUH PELAYANAN SISTEM 
PEMBAYARAN SECARA ON-LINE TERHADAP PENERIMAAN 
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN 
DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH UP3AD KOTA 
SURAKARTA BESERTA UNIT PELAYANAN SISTEM 
ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) 
KOTA SURAKARTA”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
Dalam penelitian  pada Kantor Bersama Samsat ini, penulis ingin mengetahui 
beberapa hal mengenai sistem On-Line: 
1. Bagaimana Mekanisme dan Prosedur Sistem Pembayaran On-Line yang 
diberikan oleh Samsat Surakarta? 
2. Apakah dengan adanya sistem On-Line berpengaruh terhadap besarnya 
penerimaan PKB? 
3. Hambatan apa sajakah yang didapat dari Pelayanan Sistem tersebut? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
 Tujuan yang ingin diketahui penulis dari penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui bagaimana Mekanisme dan Prosedur Sistem Pembayaran On-
Line yang diberikan oleh Samsat Surakarta. 
2. Mengetahui besarnya pengaruh sistem On-Line terhadap penerimaan PKB 
sebelum dan setelah On-Line. 
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dengan adanya sistem ini, 
baik oleh masyarakat maupun Samsat sendiri. 
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D.  MANFAAT PENELITIAN 
1. Bagi Samsat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam kompetisi antar Samsat agar secara terus menerus meningkatkan 
kualitas pelayanan terhadap wajib pajak. 
2. Bagi penulis sendiri diharapkan kajian ini dapat memperluas wawasan 
tentang perkembangan teknologi dan manfaatnya terhadap Kantor 
Bersama Samsat Surakarta. 
3. Bagi Pembaca diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang 
diteliti sehingga pembaca memperoleh pengetahuan mengenai Sistem On-
Line beserta kontribusinya. 
 
E. METODE PENELITIAN 
1. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode Desain kasus, dimana pertanyaan 
“bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan 
membuat deskripsi/analisis/sintesis yang terbatas pada kasus tertentu 
untuk menjawab permasalahan tersebut. 
2. Objek Penelitian 
Penelitian ini berlokasi pada Kantor UP3AD Kota Surakarta beserta Unit 
Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap 
(SAMSAT) berlokasi dalam satu komplek yang terletak di Jalan Prof DR 
Suharso  nomor. 17 Jajar, Laweyan Kota Surakarta, dengan nomor telpon:  
(0271) 714919 & 718007. 
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3. Jenis dan Sumber Data 
Lofland dalam Lexy J. Moeleong (2007) mengatakan bahwa sumber data 
utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam 
penelitian ini, penulis memperoleh berbagai data dari berbagai sumber 
yaitu (http://nagabiru86.wordpress.com/data-sekunder-dan-data-primer, 
2009/06/12, 20.30): 
a. Data primer 
Data Primer yaitu data yang didapat dari hasil pengamatan langsung 
dari obyek penelitian dan merupakan sumber data yang diperoleh 
langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer 
dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, 
hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, 
dan hasil pengujian. Data ini berupa urutan dalam proses pelayanan. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 
sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder 
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 
lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 
historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data ini berupa sejarah 
berdirinya Kantor Bersama Samsat, Struktur Organisasinya serta data 
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yang didapat dari petugas pengadministrasi pelayanan dan Kepala 
Seksi Pajak Kendaraan Bermotor. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa metode sebagai 
berikut: 
a. Observasi 
Observasi menurut Siagian (1987) adalah tehnik yang dilakukan 
dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 
gejala dan fenomena yang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan 
pengamatan terhadap pelayanan pada Kantor  Bersama Samsat, 
kemudian mengetahui bagaimana aplikasi yang diterapkan di kantor 
tersebut. 
b. Wawancara 
Lincoln dan Guba dalam Lexy J. Moleong (2007) mendefinisikan 
wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 
mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 
motivasi, perasaan yang dilakukan antara dua pihak yaitu 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang 
diwawancarai. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber 
yang berkompeten dibidangnya, dalam hal ini penulis melakukan 
wawancara terhadap Kasi Pajak Kendaraan Bermotor. Penulis juga 
melakukan wawancara dengan beberapa WP tentang pelayanan Samsat 
Surakarta. 
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5. Teknik Pembahasan 
Penelitian ini mendasarkan pada metode analisis data kualitatif. Bogdan 
dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2007) berpendapat bahwa metode 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati, sedangkan Biklen dalam Lexy J. Moleong (2007) 
mengatakan penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Umum Pemerintah Daerah 
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan Pengertian Umum 
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom 
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Daerah Otonom yaitu kesatuan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
NKRI didalam birokrasi pemerintahan dibagi menjadi dua:  
(1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah 
kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, (2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dan pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di 
Daerah. 
Dari kedua pengertian di atas, sebagai perangkat pusat yang ada di daerah,  
Dipenda provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai yang 
termuat dalam pasal 72 Perda 7 tahun 2001 sebagaiman telah diubah dengan 
perda Nomor. 03 tahun 2006 yaitu: 
1. Melaksanakan kewenangan kota/kabupaten di bidang pendapatan daerah. 
2. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah 
yang diserahkan kepada pemerintah daerah. 
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3. Melaksanakan kewenangan kota/kabupaten di bidang pendapatan daerah 
yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada provinsi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4. Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada 
gubernur dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 40 tahun 2008 
tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pendapatan 
dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, ditegaskan 
bahwa tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan 
Aset daerah (UP3AD) yaitu: UP3AD mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas 
dibidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah. Untuk 
melaksanakan tugas pokok seperti tersebut di atas UP3AD Provinsi Jawa 
Tengah mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan BBNKB, 
pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan 
pemberdayaan aset daerah: 
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pajak dan BBNKB, 
pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan 
pemberdayaan aset daerah. 
3. Pengelolaan ketatausahaan. 
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4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan dan pemberdayaan 
aset daerah. 
5. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tupoksinya. 
B. Pengertian Pajak 
Rahmat Soemitro dalam Mardiasmo (2008) menjabarkan, pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 
dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar Pengeluaran Umum, 
sedangkan pengertian pajak menurut Wirawan B Ilyas (2001) pajak adalah 
iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa 
berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 
Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata 
cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur: (1) Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak 
hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang), (2) Berdasarkan 
Undang-undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-
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undang serta aturan pelaksanaanya, (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi 
dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak 
tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, (4) 
Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
C. Fungsi Pajak 
Menurut Mardiasmo (2008) mendefinisikan, fungsi pajak dibagi menjadi dua 
yaitu: (1) Fungsi Budgetair, Fungsi Budgetair berarti pajak berfungsi sebagai 
sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaranya, 
(2) Fungsi mengatur (regularend), Fungsi Regularend berarti pajak berfungsi 
sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 
dalam bidang sosial dan ekonomi. 
D. Jenis Pajak  
Mardiasmo (2008) mengatakan Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu: 
1. Pajak Propinsi, terdiri dari: (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 
di atas Air, (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 
Atas Air, (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (d) Pajak 
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: (a) Pajak Hotel, (b) Pajak Restoran, (c) 
Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame, (e) Pajak Penerangan Jalan, (f) Pajak 
Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (g) Pajak Parkir. 
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Pajak Kendaraan Bermotor dipungut oleh setiap Samsat yang berada 
diseluruh Kabupaten/Kota. Pembagian Penerimaan Hasil Pungutan Pajak 
kendaraan Bermotor setelah dikurangi biaya pemungutan yaitu sebesar 70% 
untuk Daerah dan 30% untuk Kabupaten/Kota. 
Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan pada obyek kendaraan yang 
dikenakan pajak, sedangkan orang yang mengendarai disebut subyek pajak. 
Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau 
menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan 
yang memiliki Kendaraan Bermotor (Perda: 2002). 
Mulai tanggal 01 Nopember 2005 Samsat Jawa Tengah memasuki era 
jaringan yang lebih luas, yang meliputi semua pelayanan. Seluruh Samsat 
Jawa Tengah langsung menerapkan sistem On-Line ke seluruh titik pelayanan. 
Sistem On-Line adalah sistem dimana setiap transaksi segera direkam dan 
dibukukan pada masing-masing file yang terpengaruh oleh transaksi itu (Puji 
Wahyu Sejati: 2007). Kelebihan sistem On-Line Jawa Tengah yaitu pada 
cakupannya yang benar-benar bisa menghubungkan seluruh kantor Samsat, 
kantor Samsat Pembantu maupun Samsat Keliling dan Samsat Cepat/Drive 
True juga Samsat Mall yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.  
Hakekat dari sistem On-Line adalah fleksibilitas pelayanan, WP dapat 
membayar PKB dan Pengesahan STNK di Samsat manapun di Jawa Tengah 
tidak perlu ke Samsat asal. Dengan kata lain Samsat ada dimana-mana dan 
WP bisa membayar ke mana saja (Danang Sasongko: 2008). 
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Kantor Bersama Samsat Surakarta juga menjaring kepuasan masyarakat 
dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan prinsip 
pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan Nomor 
25/KEP/M.PAN/2/2004, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur 
yang “relevan, valid dan realiable”, sebagai unsur minimal yang harus ada 
untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Prosedur Pelayanan 
Prosedur Pelayanan yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dapat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 
2. Persyaratan Pelayanan 
Persyaratan Pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya. 
3. Kejelasan Petugas Pelayanan 
Kejelasan Petugas Pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung 
jawabnya). 
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Kedisiplinan Petugas Pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
 
18 
 
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 
Tanggung Jawab Petugas Pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan 
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 
pelayanan. 
Kemampuan Petugas Pelayanan 
6. Kemampuan Petugas Pelayanan yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan 
kepada masyarakat. 
7. Kecepatan Pelayanan 
Kecepatan Pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Keadilan Mendapatkan Pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 
Kesopanan dan Keramahan Petugas yaitu sikap dan perilaku petugas 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah 
serta saling menghargai dan menghormati. 
10. Kewajaran Biaya Pelayanan 
Kewajaran Biaya Pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 
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11. Kepastian Biaya Pelayanan 
Kepastian Biaya Pelayanan yaitu kesesuian antara biaya yang dibayarkan 
dengan biaya yang telah ditetapkan. 
12. Kepastian Jadwal Pelayanan 
Kepastian Jadwal Pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
13. Kenyamanan Lingkungan 
Kenyamanan Lingkungan yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 
yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman 
kepada penerima pelayanan. 
14. Keamanan Pelayanan 
Keamanan Pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 
 
Obyek fasilitas pelayanan On-Line meliputi (Peraturan Bersama: 2005): 
1. Kendaraan Bermotor yang terdaftar di setiap Kantor Samsat se-Jawa 
Tengah yang bebas dari permasalahan Pidana maupun Perdata. 
2. Pembayaran PKB, Sumbangan Wajib Jasa Raharja (SWJR) tetapi 
sekarang sudah berganti dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Pengesahan STNK dapat dilakukan di setiap 
Kantor Samsat se-Jawa Tengah. 
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3. Pembayaran PKB dan SWDKLLJ hanya diberikan terhadap objek yang 
memenuhi standar persyaratan yang berlaku. 
4. Bagi yang tidak memenuhi standar persyaratan tidak dapat dilayani untuk 
menggunakan fasilitas On-Line dan diharuskan kembali ke Kantor Samsat 
asal Kendaraan Bermotor terdaftar. 
Adapun untuk mendapatkan fasilitas pelayanan secara On-Line WP harus 
melalui beberapa tahap (Peraturan Bersama: 2005): 
1. Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui fasilitas On-Line diperuntukan 
bagi: (a) WP yang karena urusan pekerjaan sehingga Kendaraan Bermotor 
berikut STNK atas kendaraan tersebut berada diluar wilayah penerbitan 
STNK, (b) WP yang dalam perjalanan karena urusan pekerjaan. 
2. Syarat-syarat pendaftaran harus dilakukan secara ketat, sebagai berikut: (a) 
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli, (b) Bukti Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB) asli, (c) WP yang datang sendiri dan 
identitasnya sesuai STNK dapat melakukan fasilitas On-Line dalam 
pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Pengesahan STNK, (d) Bagi yang 
berhalangan untuk datang sendiri agar melampirkan Surat Kuasa bermaterai 
cukup dari pemberi kuasa sesuai yang tertera pada STNK atau penerima kuasa 
tercantum dalam daftar kartu keluarga pemberi kuasa, (e) Kartu Tanda 
Pengenal (KTP), atau tanda jati diri yang sah asli dan masih berlaku, (f) 
Pengurusan dengan sistem On-Line tidak berlaku bagi pengurusan lewat biro 
jasa atau calo, (g) Surat Ketetapan Tanda Bukti Pembayaran PKB/BBN KB 
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dan SWDKLLJ tahun terakhir, (h) Surat Pendataan dan Pendaftaran 
Kendaraan Bermotor (SPPKB) dibubuhi cap tersendiri. 
3. Petugas Pendaftaran Penerima fasilitas On-Line harus mencocokan antara WP 
dengan kartu identitas sesuai yang tercantum pada STNK. 
4. Dalam pelaksanaan ini tidak diperkenankan adanya dispensasi kurang syarat. 
Adapun tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang diberlakukan dalam 
pemungutannya yaitu: 
Tabel 2.1 
Tarif PKB/BBN KB 
 
NO JENIS PKB BBN KB I BBN KB II 
1 Kendaraan Bukan Umum 
contoh: mobil penumpang 
1,5% 10% 1% 
2 Kendaraan Umum contoh: 
taxi, bus 
1% 10% X 60% 1% X 60% 
3 Alat Berat/Alat Besar, 
contoh: pick up, truck 
0,5% 3% X 60% 0,3% X 60% 
Sumber: Samsat Surakarta 
Keterangan:  Tarif PKB dikalikan dasar pengenaan PKB 
(Dasar Pengenaan PKB= Nilai Jual X Bobot) 
Tarif BBN KB dikalikan Nilai Jual KBM. 
 
Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok 
(Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3: 2002): 
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) 
NJKB diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan 
Bermotor yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur. 
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan 
pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. 
22 
 
BAB III 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. GAMBARAN UMUM 
1. Sejarah Berdirinya DIPENDA 
Dengan adanya keputusan DPRGR Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 
Juli 1968 Nomor. 25/11/DPRGR, tentang Penetapan Pola Pemikiran 
Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mencetuskan 
Modernisasi Desa sebagai pola proses pembangunan Jawa Tengah, maka 
untuk meningkatkan pendapatan daerah, status Direktorat Pendapatan 
Daerah ditingkatkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) 
Provinsi Jawa Tengah.  
Secara formal Dipenda dibentuk dengan dasar hukum surat keputusan 
Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 Oktober 1968. 
Selama masa ini Dipenda terus mengalami peningkatan dan 
pengembangan dalam berbagai aspek (Retno Ernawati: 2009). 
 
2. Sejarah Berdirinya Kantor Bersama SAMSAT Propinsi Jawa Tengah 
a. Gagasan 
Berdirinya Samsat urusan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, dan STNK di 
Propinsi Jawa Tengah diawali dengan suatu gagasan atau usulan yang 
disampaikan oleh Dipenda propinsi Dati I Jawa Tengah dalam forum 
“Penataran Para Pemimpin Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I se-Indonesia”, yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 
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sampai dengan 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan 
Departemen Dalam Negri berdasarkan SK Menteri Dalam Negri 
Nomor. 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Dalam forum tersebut 
tercetus usulan yang menghendaki agar SAMSAT urusan PKB, BBN-
KB, SWDKLLJ dan STNK yang telah diujicoba selama 4 tahun (1972-
1976) di DKI Jakarta dan telah terbukti berhasil meningkatkan PAD, 
dapat diterapkan diseeluruh Indonesia. 
b. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri 
Sebagai Realisasi keputusan penataran kepala Dipenda Dati I se-
Indonesia yang disampaikan kepada pimpinan pemerintah dalam hal 
ini Menteri Dalam Negri (MENDAGRI), Menteri Keuangan 
(MENKEU) dan Menteri Pertahanan dan Keamanan 
(MENKANKAM), maka dikeluarkan “Surat Keputusan Bersama” 
yang dikeluarkan oleh Menkankam, Menkeu dan Mendagri pada 
tanggal 28 Desember 1976 Nomor. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep. 
1693/MK/IV/12/1976/, No. 311 Tahun 1976. 
Kemudian untuk melaksanakan surat keputusan bersama tersebut 
disusunlah “Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi 
Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, 
Pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ” yang dituangkan dalam 
Surat Edaran Menteri Dalam Negri Nomor. 16 Tahun 1977 tanggal 28 
Juni 1977. Surat Edaran tersebut disusun oleh pejabat dari 3 
24 
 
Departemen yang terkait yaitu dari Departemen Hankam/POLRI, 
Departemen Keuangan/Jasa Raharja dan Departemen dalam Negri. 
c. Pelaksanaan Survey SAMSAT urusan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ dan 
STNK di DKI Jakarta. 
Untuk merealisasikan pelaksanaan Samsat di Propinsi daerah Tingkat I 
Jawa Tengah diawali dengan kegiatan survey ke Dipenda DKI Jakarta 
dan khususnya di Kantor Bersama SAMSAT DKI Jakarta, pada 
tanggal 12-13 Januari 1977. Tim survey Dipenda Tingkat I Jawa 
Tengah terdiri dari 10 anggota yang terdiri dari Kepala Bagian Pajak, 
Staf dari Bagian Pajak dan Kepala-kepala Perwakilan Dinas 
Pendapatan Daerah. 
d. Perencanaan dan Peresmian Pelaksanaan SAMSAT di Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah. 
Hasil survey di Jakarta itu diolah dalam forum rapat koordinasi 
ketiga unsur (POLRI, Jasa Raharja dan Dipenda) yang akhirnya 
menghasilkan rencana terpadu yang ditandatangani oleh ketiga 
pimpinan instansi yang terkait. Perencanaan meliputi penentuan 
kebijaksanaan, kebutuhan sarana formil, materiil, personil pelaksana 
dan biaya/dana.  
Pelaksanaan Samsat di Propinsi Dati I Jawa Tengah direncanakan 
secara bertahap, untuk tahapan pertama diadakan ditingkat 
KOMTARES (Sekarang POLWIL), untuk 5 lokasi yaitu Semarang, 
Surakarta, Pati, Magelang dan Pekalongan yang dibangun dilokasi 
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POLTAS dengan merehabilitasi gedung milik POLTAS, sedangkan di 
Purwokerto dibangun gedung baru di tanah milik PPJKA. Setelah 
semua sarana yang diperlukan dapat dipersiapkan, maka pada tanggal 
2 Desember 1977 dimulai pelaksanaan Samsat secara serentak di 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Maya Puspaningtyas: 2008). 
  
3. Sejarah Berdirinya Kantor Bersama SAMSAT Surakarta 
Kantor UP3AD Kota Surakarta beserta Unit Pelayanan Sistem 
Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) berlokasi dalam 
satu komplek yang terletak di Jalan Prof DR Suharso Nomor. 17 Jajar, 
Laweyan Kota Surakarta, dengan Nomor telpon:  (0271) 714919 & 
718007. 
Berdasarkan Perda Nomor 6 Th 2008 Jo Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 40 Th 2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah 
Provinsi Jawa Tengah, UP3AD, merupakan unit operasional Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang 
berada di setiap Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya 
selain melayani pemungutan Pajak Daerah juga melayani pemungutan 
Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah, serta Pemberdayaan 
Aset Daerah Provinsi . 
UP3AD dipimpin Kepala Unit dan dibantu Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha, Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kepala Seksi Pendapatan 
26 
 
lain-lain, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan serta  Kepala Seksi 
Penagihan dan Pemberdayaan Aset, secara fungsional UP3AD Kota 
Surakarta juga sebagai Koordinator UP3AD se-Wilayah Surakarta, maka 
UP3AD Kota Surakarta sebagai UP3AD Koordinator serta dilengkapi 
Sekretaris Koordinator. 
UP3AD Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa 
Tengah dengan  luas wilayah sebesar ± 44,06 Km² dan terbagi dalam 5 
(lima) Kecamatan yaitu: (a) Kecamatan Laweyan, (b) Kecamatan 
Serengan, (c) Kecamatan Pasar Kliwon, (d) Kecamatan Jebres, (e) 
Kecamatan Banjarsari. 
Berdasar luas wilayah tersebut dipakai untuk kegiatan pemukiman 
seluas 61% sedangkan untuk kegiatan ekonomi berkisar 20%, lokasi 
keberadaan Kota Surakarta dibatasi oleh wilayah-wilayah: (a) Sebelah 
utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, (b) Sebelah timur berbatasan 
dengan Kabupaten Karanganyar, (c) Sebelah Selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Sukoharjo, (d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 
Sukoharjo. 
Sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 123.360.000 jiwa dari 
505.153 KK (Kepala keluarga), potensi jumlah kendaraan bermotor 
sebanyak 227.288 buah yang terdiri dari: (a) Roda dua sebanyak 181.849 
buah, (b) Roda empat sebanyak 45.439 buah. 
Potensi wajib pajak P2ABT dan P3AP sebagai berikut: (a) Obyek 
P2ABT sebanyak 305 obyek, (b) Obyek P3AP sebanyak 1 obyek. Sarana 
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dan fasilitas pendukung operasional: (a) Luas tanah 4.820 m², (b) Luas 
bangunan 2.274 m² terdiri dari dua lantai. 
Sebagai kelengkapan pelayanan kepada WP maupun wajib retribusi di 
UP3AD Kota Surakarta menyediakan beberapa fasilitas yaitu: (a) Tempat 
parkir yang luas, (b) Tempat cek fisik kendaraan bermotor, (c) Tempat 
pencetakan TNKB, (d) Pelayanan informasi PKB, (e) Monitor proses 
pelayanan, (f) Pelayanan khusus lansia dan wanita hamil, (g) Kartu 
antrian, (h) Tempat ibadah (Musholla), (i) Foto copy, kantin dan lain-lain. 
Papan petunjuk untuk WP kendaraan bermotor tersedia dan dapat 
diakses secara jelas dan bebas, baik berupa "Baliho" maupun "Banner" 
serta ”Moving Sign”, berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh WP, 
jumlah kewajiban yang harus dibayar WP tersedia diruang tunggu maupun 
melalui petugas khusus informasi dan pengaduan pelayanan serta tersedia 
petunjuk-petunjuk pada loket pelayanan maupun daftar NJKB, tarif 
administrasi dan biaya plat nomor. 
Kepastian atas pelayanan berupa tarif yang harus dibayar oleh WP 
serta waktu penyelesaian proses pendaftaran dan pembayaran pajak, 
sebagaimana sistem First in first out (FIFO) dengan sistem kartu antrian 
menjamin bahwa semua WP pasti akan dilayani sesuai dengan nomor urut 
pendaftarannya. 
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4. Visi dan Misi 
a. Visi dan Misi Dipenda Propinsi Jawa Tengah 
1) Visi 
Menjadi Dinas yang mampu mewujudkan Pendapatan Daerah yang 
optimal guna mendukung kemandirian pelaksanaan Otonomi 
Daerah dengan dilandasi pelayanan memuaskan bagi masyarakat. 
2) Misi 
a) Mengupayakan pencapaian target dan peningkatan pandapatan 
daerah secara berkelanjutan. 
b) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat WP, wajib 
retribusi pihak ketiga. 
c) Meningkatkan kelancaran pelaksanaan sistem. 
d) Melaksankan  pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan 
e) Mengutamakan peningkatkan kemampuan Sumber daya 
Aparatur secara terus menerus. 
b. Visi dan Misi Kantor Bersama SAMSAT Surakarta 
1) Visi 
Menjadi Dinas penopang kemandirian otonomi Daerah dengan 
optimalisasi pendapatan didukung pelayanan prima kepada 
masyarakat dan pengelolaan Aset yang profesional berbasis 
teknologi. 
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2) Misi 
a) Mengupayakan pencapaian target pendapatan Daerah 
b) Mewujudkan Pengelolaan Aset yang berdaya guna dan 
berhasil guna 
c) Mengkoordinasikan peran organisasi di bidang 
pengelolaan pendapatan dan aset Daerah 
d) Mengembangkan sistem manajemen mutu untuk 
mewujudkan pelayanan prima 
e) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. 
 
5. Keuntungan adanya SAMSAT 
Keuntungan dengan diberlakukanya Samsat yaitu: (a) Organisasi kerja 
sama instansi-instansi yang tergabung dalam pelaksanaan Samsat 
(DPPAD, Polri dan Jasa Raharja) terdapat keseragaman, (b) Pengenaan 
pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa berlakunya STNK dan 
setiap tahun wajib melakukan pengesahan STNK, (c) STNK diteliti setiap 
tahun sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran, (d) Adanya Pengurusan 
STNK, PKB, BBN KB dan SWDKLLJ yang seragam, (e) Pembayaran 
PKB, BBN KB dan SWDKLLJ dapat dibayar sekaligus, (f) WP yang 
datang pertama diselesaikan lebih dahulu sesuai dengan azas FIFO, (g) 
Pelayanan dilakukan secara open service. 
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6. Struktur Organisasi  
 
 
                 
 
 
Gambar 3.1 
Struktur Organisasi UP3AD 
Sumber: Samsat Surakarta 
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Gambar 3.2 
Struktur Organisasi Tim ISO UP3AD 
Sumber: Samsat Surakarta
AUDITOR 
BUDI HARDJO MW , SE , MM 
             Penata TK I , III / d 
    Nip . 19581002 197902 1 001 
POKJA 1 
SUB BAG TATA USAHA 
 1 . SUPRIH BASUKI , SE 
     Penata Tk I , III / d 
     Nip . 195710311979021001 
 2 . TRI PURWANTO 
Pe ngatur Muda  II / a 
 NIP . 197511192007011006 
MANAGEMENT REPRESENTATIVE 
SUHARTO , SE , MM 
Penata Tk I , III / d 
Nip . 19570707 197902 1 005 
POKJA 2 
SEKSI PLL 
 1 . SUHARTO , SE , MM 
     Penata  Tk I ,  III / d 
 NIP . 195707071979021005 
2 . SP . LESTARI , SE 
     PenataTk I , III / d 
     NIP . 195709161979022002 
POKJA 3 
SEKSI PKB 
 1 . TOMO IRIANTO , SH 
     Penata Tk I , III / d 
     NIP . 195711151979021002 
 2 . SUWARNO , SE 
     Penata Tk I , III / d 
     NIP . 195406261979031008 
POKJA 4 
SEKSI PEMBUKUAN & PELAPORAN 
1 . SRI MARYATI , SE 
    Penata Tk I , III / d 
    Nip. 195804181979022002 
2 . TUTI RAHAYU , SE 
    Penata Md Tk I , III / b 
    Nip. 196308101992032004 
SEKRETARIS 
NURMA RIYANTI , SE 
Penata Md . Tk I , III / b 
              NIP . 19620305 199011 2 001 
                          POKJA 5 
                       SEKSI PPAD 
1 . BUDIHARDJO MW , SE , MM 
    Penata Tk I , III / d 
    Nip. 195810021979021001 
2 . SRI HANANTO 
    Pengatur Muda , II / a 
    Nip . 196705232007011006 
TOP MANAJEMEN 
STEERING COMMITTEE 
GAMBIRO SUSANTO , SH 
Pembina Tk I , IV / b 
Nip . 19540609 198003 1 004 
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7. Deskripsi Jabatan 
DPPAD Provinsi Jawa Tengah UP3AD Kota Surakarta 
Jabatan Kepala UP3AD  
Uraian Tugas:  
1. Menyusun rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan 
pendapatan daerah. 
2. Mengkaji meganalisis teknis operasional pengelolaan  dan pelayanan 
pendapatan daerah. 
3. Melaksanakan kebijakan teknis Dinas Pendapatan Daerah 
4. Melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan 
Penerimaan Lain-lain. 
5. Melaksanakan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan 
lainnya. 
6. Melakukan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas 
7. Membina, membimbing, dan memberikan arahan terhadap staf. 
8. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas staf. 
9. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala 
Dinas berupa laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan 
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan  oleh atasan. 
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Jabatan Ka Sub Bag Tata Usaha 
Uraian Tugas:  
1. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sub bagian Tata 
Usaha. 
2. Menyusun rencana dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, 
keuangan, dokumentasi, informasi dan perpustakaan, perlengkapan, rumah 
tangga, surat menyurat dan pelaporan. 
3. Membagi tugas, membina dan membimbing dan memberi arahan kepada 
staf sub bagian Tata Usaha (TU).  
4. Melakukan koordinasi dengan Kasi di UPPD Surakarta. 
5. Menindak lanjuti disposisi Ka. UP3AD. 
6. Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. 
7. Mengusulkan bantuan kesra, ijin belajar dan cuti. 
8. Membuat laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan bidang ke Tata 
Usahaan. 
9. Membuat Daftar Urut Kepegawaian (DUK). 
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Ka. UPPD yang berkaitan 
dengan tugas-tugas sub. bagian Tata Usaha 
11. Mengatur kebersihan, keindahan dan keamanan. 
12. Mengkoordinir SKUM PTK. 
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Jabatan Kasir Pengeluaran 
Uraian Tugas:  
1. Melaksanakan arahan teknis administrasi keuangan dari Ka. UP3AD 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Mempersiapkan kelengkapan persyaratan pengurusan gaji, insentif dan 
uang makan pegawai. 
3. Mengambil dan membagi uang gaji, insentif dan uang makan serta beaya 
opersional. 
4. Memungut PPN, PPH dari rekanan yang menerima pembayaran dari 
UP3AD Kota Surakarta dan menyetorkan ke Kantor Pajak/Bank yang 
ditunjuk. 
5. Menerima potongan gaji dan atau insentif atas kewajiban pegawai dan 
menyetorkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
6. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pembayaran 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana 
bendaharawan rutin, insentif maupun operasional Dinas. 
8. Membuat laporan realisasi pembayaran uang gaji, insentif dan uang makan 
serta Beaya Operasional kepada Dipenda Jateng 
9. Mengajukan, mendistribusi dan melaporkan beaya penyelenggaraan 
lelang. 
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 
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Jabatan Pembantu Pemegang Barang/Inv. 
Uraian Tugas:  
1. Melaksanakan arahan teknis administrasi Pembantu Pemegang Barang/ 
Inventaris dari Ka. UP3AD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
2. Melakukan urusan pengadaan penyimpanan, pendistribusian dan 
pemeliharaan fasilitas, barang perlengkapan serta inventaris lainnya. 
3. Mempersiapkan kelengkapan persyaratan dalam melakukan urusan 
penerimaan barang dan inventaris. 
4. Mengusulkan dan menerima kebutuhan barang kuasi kepada Sub. Bag. 
Perlengkapan DPPAD Prov. Jateng sesuai kebutuhan kantor 
sepengetahuan Ka. UP3AD dan Ka. Sub. Bag. TU. 
5. Membuat  laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan,  penerimaan dan 
penggunaan barang-barang kuasi dan inventaris. 
6. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Pemeliharaan Inventaris. 
7. Melakukan pengecekan secara periodik keadaan barang inventaris di 
setiap ruangan. 
8. Melaporkan kepada Ka. Sub Bag. TU keadaan inventaris yang perlu 
dilakukan pemeliharaan/perbaikan. 
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Jabatan Bendahara PP Bukan PKB/BBNKB 
Uraian Tugas:    
1. Menerima, membukukan penerimaan uang Retribusi dan PLL 
menyetorkan ke Kas daerah lewat Bank Jateng tiap hari. 
2. Membuku dan menyimpan tembusan tanda bukti pembayaran ABT. 03 
dan SP3 dealer serta Pajak Air Permukaan. 
3. Membuat laporan 10 harian perjenis pungutan Retribusi dan PLL serta 
ABT dan AP. 
4. Membuat laporan bulanan fungsional BPP  non PKB/BBN-KB. 
5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
Jabatan Pengadministrasi Kepegawaian 
Uraian Tugas:  
1. Mempersiapkan surat perjalanan dinas, surat tugas dan edaran bagi 
pegawai. 
2. Mempersiapkan pengumuman bagi pegawai dan WP/masyarakat. 
3. Menyiapkan dan mengatur perlengkapan pertemuan/rapat. 
4. Mengendalikan (mengagenda, memberikan lembar disposisi, menyiapkan 
buku ekspedisi, meneruskan, mengfotokopi dan mengarsip) surat masuk 
dan keluar. 
5. Menyiapkan kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat, gaji 
berkala, cuti, ijin belajar dan lain-lain. 
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6. Mengarsip surat yang berhubungan  dengan data kepegawaian di file 
kepegawaian serta mengisi buku penjagaan kenaikan pangkat, kenaikan 
gaji berkala. 
7. Melaksanakan tugas-tugas pengetikan surat keluar, DP-3 dan laporan 
bulanan, Triwulanan maupun Laporan Tahunan Sub. Bagian Tata Usaha. 
8. Menyediakan dan mengarsip presensi apel dan kehadiran pegawai. 
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 
 
Jabatan Kasi Pajak Kendaraan Bermotor 
Uraian Tugas:     
1. Menyiapkan bahan untuk menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan 
pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan pemungutan PKB/BBNKB. 
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan, meliputi target penerimaan dan 
estimasi Kendaraan Bermotor baru serta pengelolaan administrasi dan 
pelaksanaan pemungutan, pengelolaan doleansi, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan pemungutan PKB/BBNKB. 
3. Membina, membimbing, dan memberikan tugas dan arahan kepada staf 
seksi PKB dalam pelaksanaan tugas. 
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Ka. Sub. Bag. TU dan Para 
Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa 
Tengah. 
5. Menindaklanjuti disposisi oleh Kepala UP3AD. 
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6. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan staf seksi PKB. 
7. Melaksanakan waskat terhadap staf seksi PKB sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan  yang berlaku. 
8. Memberikan saran dan pertimbangan  kepada Kepala UP3AD yang  
berkaitan  dengan  tugas-tugas  seksi   PKB. 
9. Melaporkan  pelaksanaan  tugas  kepada  Kepala  UP3AD. 
10. Melaksanakan  tugas-tugas kedinasan  lainnya yang diberikan oleh atasan.  
 
Jabatan Petugas Penyerahan Formulir SPPKB R2 (loket 1)  
Uraian Tugas:    
1. Menerima blangko SPPKB dari Pembantu Pemegang Barang/Inv. 
2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran blangko SPPKB R2. 
3. Mencatat nomor seri awal dan akhir blangko SPPKB R2 sebelum dan 
setelah dilaksanakan. 
4. Melayani pemberian formulir SPPKB R2 kepada WP. 
5. Mencatat  penggunaan formulir SPPKB R2 setiap hari. 
6. Membuat laporan bulanan penggunaan formulir SPPKB R2. 
7. Melakukan pengamanan dan penyimpanan formulir SPPKB R2 sebelum, 
selama, dan setelah digunakan. 
8. Melaporkan kepada operator komputer sentral apabila terjadi 
gangguan/kerusakan komputer. 
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Jabatan Petugas Penyerahan Formulir SPPKB R4 (loket 1) 
Uraian Tugas:  
1. Menerima blangko SPPKB dari Pembantu Pemegang barang/Inv. 
2. Membukukan penerimaan dan pengeluaran blangko SPPKB R4. 
3. Mencatat nomor seri awal dan akhir blangko SPPKB R4 sebelum dan 
setelah dilaksanakan. 
4. Melayani pemberian formulir SPPKB R4 kepada WP. 
5. Mencatat  penggunaan formulir SPPKB R4 setiap hari. 
6. Membuat laporan bulanan penggunaan formulir SPPKB R4. 
7. Melakukan pengamanan dan penyimpanan formulir SPPKB R4 sebelum, 
selama, dan setelah digunakan. 
8. Melaporkan kepada operator komputer sentral apabila terjadi 
gangguan/kerusakan komputer. 
9. Pemegang stock dan pembukuan/laporan bulanan stock SPPKB dan 
SKPD. 
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
Jabatan Petugas pendaftaran KBM R2 PU (Loket 2) 
Uraian Tugas:   
1. Melakukan pengecekan persyaratan pengajuan pendaftaran KBM R2 PU. 
2. Membukukan data pendaftaran ulang Kendaraan Bermotor Roda meliputi: 
nomor polisi, nama pemilik, alamat, dan jenis KBM. 
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3. Menyerahkan berkas pendaftaran ulang kepaga petugas/operator 
pendaftaran. 
4. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 
 
Jabatan Petugas Pendaftaran KBM R2 Baru/Mutasi (loket 3) 
Uraian Tugas:  
1. Melakukan pengecekan persyaratan pengajuan pendaftaran KBM R2 
Baru/Mutasi. 
2. Membukukan pendaftaran data Kendaraan Bermotor R2 baru/mutasi  
meliputi: nomor polisi, nama pemilik, alamat, dan jenis KBM. 
3. Menyerahkan berkas pendaftaran Kendaraan Bermotor R2 baru/mutasi  
kepada petugas penetapan kendaraan R2 baru/mutasi. 
4. Mengurusi Rumah Tangga Samsat. 
5. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 
 
Jabatan Petugas Penetapan R2 Baru/Mutasi     
Uraian Tugas:     
1. Menerima berkas dari petugas pendaftaran kendaraan Bermotor R2 baru 
maupun  ganti pemilik. 
2. Meneliti berkas kelengkapan administrasi pendaftaran kendaraan bermotor 
R2 baru maupun ganti pemilik. 
3. Menetapkan besaran PKB/BBNKB R2 Baru maupun ganti pemilik sesuai 
dengan nilai jual yang berlaku. 
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4. Membuat dan mengisi buku ekspedisi penerimaan dan penyerahan berkas. 
5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
Jabatan Petugas Penetapan KBM R2 PU 
Uraian Tugas:    
1. Menerima berkas dari petugas pendaftaran Kendaraan Bermotor R2 
Penelitian Ulang. 
2. Meneliti berkas kelengkapan administrasi pendaftaran penelitian ulang 
kendaraan bermotor R2. 
3. Menetapkan besaran PKB R2 PU sesuai dengan nilai jual yang berlaku. 
4. Membuat dan mengisi buku ekspedisi penerimaan dan penyerahan berkas. 
5. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
 
Jabatan Petugas Penetapan KBM R4  
Uraian Tugas:     
1. Menerima berkas dari petugas pendaftaran kendaraan Bermotor R4. 
2. Meneliti berkas kelengkapan administrasi pendaftaran kendaraan bermotor 
R4 baik baru, mutasi maupun penelitian ulang. 
3. Menetapkan besaran PKB/BBNKB R4 baik baru, mutasi maupun 
penelitian ulang sesuai dengan nilai jual yang berlaku. 
4. Membuat dan mengisi buku ekspedisi penerimaan dan penyerahan berkas. 
5. Membuku objek penetapan berdasarkan jenis KBM. 
6. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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Jabatan Petugas Operator Komputer Penetapan R2 
Uraian Tugas:      
1. Menerima blangko SKPD dari Pemegang stock barang pada seksi PKB. 
2. Membukukan penerimaan blangko SKPD KBM R2 PU. 
3. Melakukan pengecekan nomor SKPD KBM R2  PU sebelum dan setelah 
digunakan.  
4. Menerima penetapan SKPD dari petugas penetapan KBM R2 PU. 
5. Mencocokkan penetapan SKPD KBM R2 PU dengan data komputer. 
6. Mencetak dan memilah SKPD KBM R2 PU untuk dimasukkan ke dalam 
masing-masing berkas. 
7. Mengekspedisikan dan menyerahkan berkas yang akan diserahkan kepada 
Seksi PKB serta mengambil untuk diserahkan kepada Kasir. 
8. Membukukan penggunaan SKPD  R2 PU yang digunakan setiap hari. 
9. Mengecek dan menghitung antara objek dan sisa penggunaan SKPD KBM 
R2 PU setiap hari dan diserahkan kepada Kasi. PKB setiap bulan untuk 
diketahui, dikoreksi dan ditandatangani. 
10. Melaporkan kepada operator komputer sentral apabila terjadi 
gangguan/kerusakan. 
11. Melaksanakan tugas-tugas  kedinasan lainnya  yang diserahkan oleh 
atasan. 
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Jabatan Operator Komputer penetapan R2, 4, Baru, Mutasi        
Uraian Tugas:    
1. Menerima blangko SKPD dari Pemegang stock barang pada seksi PKB. 
2. Membukukan penerimaan blangko SKPD KBM R2 Barang/Mutasi. 
3. Melakukan pengecekan nomor SKPD KBM R2 Barang/Mutasi sebelum                                       
dan setelah digunakan. 
4. Menerima penetapan SKPD dari petugas penetapan KBM R2 
Barang/Mutasi. 
5. Mencocokkan penetapan SKPD KBM R2 Barang/Mutasi dengan data 
komputer. 
6. Mencetak dan memilah SKPD KBM R2 Barang/Mutasi untuk dimasukkan 
ke dalam masing-masing berkas. 
7. Mengekspedisikan dan menyerahkan berkas yang akan diserahkan kepada 
Seksi PKB serta mengambil untuk diserahkan kepada Kasir. 
8. Membukukan penggunaan SKPD  R2 Barang/Mutasi yang digunakan 
setiap hari. 
9. Mengecek dan menghitung antara obyek dan sisa penggunaan SKPD KBM 
R2 Barang/Mutasi setiap hari dan diserahkan kepada Kasi. PKB setiap 
bulan untuk diketahui, dikoreksi dan ditandatangani. 
10. Melaporkan kepada operator komputer sentral  apabila terjadi 
gangguan/kerusakan. 
11. Melaksanakan tugas-tugas  kedinasan lainnya  yang diserahkan oleh 
atasan. 
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Jabatan Operator Komputer penetapan R2 dan 4 PU 
Uraian Tugas: 
1. Menerima blangko SKPD dari Pemegang stock barang pada seksi PKB. 
2. Membukukan penerimaan blangko SKPD KBM R4. 
3. Melakukan pengecekan nomor SKPD KBM R4 sebelum dan                  
setelah digunakan. 
4. Menerima penetapan SKPD dari petugas penetapan KBM R4. 
5. Mencocokkan penetapan SKPD KBM R4 dengan data komputer. 
6. Mencetak dan memilah SKPD KBM R4 untuk dimasukkan ke dalam 
masing-masing berkas. 
7. Mengekspedisikan dan menyerahkan berkas yang akan diserahkan kepada 
Seksi PKB serta mengambil untuk diserahkan kepada Kasir. 
8. Membukukan penggunaan SKPD R2, R4 yang digunakan setiap hari. 
9. Mengecek dan menghitung antara objek dan sisa penggunaan SKPD KBM 
R2, R4 setiap hari dan diserahkan kepada Kasi. PKB setiap bulan untuk 
diketahui, dikoreksi, dan ditandatangani. 
10. Melaporkan kepada operator komputer sentral apabila terjadi                   
gangguan/kerusakan. 
11. Melaksanakan tugas-tugas  kedinasan lainnya  yang diserahkan oleh 
atasan. 
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Jabatan Petugas Verifikasi R2 & R4 PU dan Baru, Mutasi 
Uraian Tugas:   
1. Mengecek SKPD KBM R2 dan R4 PU Baru yang telah  ditetapkan dengan 
daftar buku tabel PKB. 
2. Membubuhkan paraf pada SKPD KBM R2, R4 PU dan Baru yang telah 
cocok ketetapannya. 
3. Menyerahkan SKPD yang telah dicocokkan/sesuai kepada kasir. 
4. Membuat perhitungan tagihan tunggakan di masing-masing berkas bagi 
WP yang belum membayar pajak sesuai jatuh tempo. 
5. Menyerahkan perhitungan tagihan tunggakan yang telah dibuat  kepada 
petugas Jasa Raharja dan operator komputer penetapan. 
6. Melaksanakan tugas-tugas lain kedinasan lain yang diberikan atasan.  
 
Jabatan Kasir Roda 2 dan 4  Baru, Mutasi (Kasir 4) 
Uraian Tugas:    
1. Menerima dan menyimpan setoran PKB/BBNKB  R2 dan 4 dari WP. 
2. Menyetorkan penerimaan kepada PKP Penerimaan PKB/BBNKB  R4 
setiap hari setelah selesai pelayanan. 
3. Melakukan pembukuan penerimaan dan penyetoran PKB/BBNKB  R4. 
4. Melakukan pengecekan tuggakan kasir (bila ada). 
5. Membuat laporan harian penerimaan dan penyetoran PKB/BBNKB R4. 
6. Menerima dan melakukan pengecekan pembayaran SPIII Dealer KBM R4 
oleh WP. 
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7. Melaporkan kepada operator komputer sentral apabila terjadi 
gangguan/kerusakan komputer. 
8. Secara periodik bersama-sama dengan PKP Penerimaan Bukan 
PKB/BBNKB melakukan pengecekan silang tentang pembayaran SPIII 
Dealer KBM R4. 
9. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh        
atasan. 
 
Jabatan Kasir R2 dan 4 untuk PU  (Kasir 3) 
Uraian Tugas:  
1. Menerima dan menyimpan setoran PKB  R2 PU dari WP. 
2. Menyetorkan penerimaan kepada PKP Penerimaan PKB R2 PU setiap hari 
setelah selesai pelayanan. 
3. Melakukan pembukuan penerimaan dan penyetoran PKB  R2 PU. 
4. Melakukan pengecekan tunggakan kasir (bila ada). 
5. Membuat laporan harian penerimaan dan penyetoran PKB  R2 PU. 
6. Melaporkan kepada operator komputer sentral apabila terjadi 
gangguan/kerusakan komputer. 
7. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. 
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B. LAPORAN MAGANG KERJA  
1. Aktivitas Kegiatan Magang 
Selama menjalani Magang di kantor bersama Samsat kota Surakarta, 
penulis bersama beberapa teman yang juga Magang di kantor tersebut 
melakukan beberapa kegiatan antara lain: 
a. Hari pertama kami membantu menginput berkas yang diserahkan WP 
berupa STNK, Tanda Pengenal (SIM atau KTP), dan BPKB dan 
membantu menyerahkan formulir kepada WP di bagian Pelayanan 
Bagian Pengambilan SPPKB/Formulir. 
b. Hari Kedua dan hari ketiga kami melakukan kegiatan yang sama. 
c. Hari selanjutnya setelah berkas-berkas disusun di bagian Pendaftaran 1 
PU & On-Line, kemudian berkas diteliti ulang dan kami membantu 
memanggil WP untuk mengembalikan BPKB beserta nomor antrian 
Selanjutnya berkas masuk di bagian Penetapan, kami membantu 
memisahkan antara WP lokal dengan On-line di bagian Pelayanan 
Pendaftaran dan Penetapan. 
d. Setelah berkas masuk bagian Penetapan, selanjutnya tinggal menunggu 
nomor  antrian untuk kemudian membayar pajaknnya, kami membantu 
memanggil WP berdasarkan nomor antrian dan menyerahkan Notice 
untuk WP. 
Kami juga membantu menyobek Notice yang baru dicetak dari bagian 
Penetapan kemudian mengurutkan berdasar nomor antrian untuk 
selanjutnya diserahkan kepada WP di bagian Pelayanan Pembayaran. 
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e. Setelah WP membayar Pajaknya pada Loket Pelayan Pembayaran dan 
Penetapan kemudian menerima Notice, selanjutnya mengantri di 
bagian Penyerahan STNK, kami membantu memanggil WP dan 
mengembalikan STNK beserta tanda pengenal di bagian Penyerahan 
STNK. 
f. Kami diikutkan dalam kegiatan Samsat Keliling (SAMKEL) secara 
bergantian. Jadwal SAMKEL: Senin ke Gemolong, Selasa ke Baki, 
Rabu ke Kartasura, Kamis ke Mojolaban dan Jum’at ke Dipenda 
Surakarta. 
g. Setiap Jum’at diadakan olahraga sebelum pekerjaan dimulai agar tubuh 
sehat dan tidak gampang terkena penyakit. 
2. Jadwal Magang 
Penulis melakukan magang setiap hari Senin-Jum’at pada pukul 06.30-
14.00 WIB, kecuali hari Jum’at Jadwal magang hanya sampai pukul 12.00 
WIB. Jadwal dan aktivitas magang selengkapnya terlampir. 
3. Lokasi Magang 
Magang ini berlokasi pada Kantor UP3AD Kota Surakarta beserta Unit 
Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap 
(SAMSAT) berlokasi dalam satu komplek yang terletak di Jalan Prof DR 
Suharso  nomor. 17 Jajar, Laweyan Kota Surakarta, dengan nomor telpon:  
(0271) 714919 & 718007. 
 
 
49 
 
C. PEMBAHASAN MASALAH 
1. Mekanisme dan Prosedur Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor  yang diberikan oleh SAMSAT Surakarta 
Prosedur Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini bertujuan 
menerangkan proses mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, 
pembayaran hingga penyerahan untuk perpanjangan STNK, pengesahan 
STNK pada Samsat Kota Surakarta yang sudah mengarah pada penerapan 
standart ISO 9001:2000. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak (WP) datang dengan melengkapi: 
1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Ijin Mengemudi (SIM) asli. 
2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli untuk On-
Line/BPKB leasing untuk kendaraan bermotor yang masih menjadi 
jaminan kredit serta. 
3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 
b. Mengambil formulir Surat Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor 
(SPPKB) dan ditanda tangani di halaman ke-2 (halaman ke-1 berisi 
informasi besaran pajak yang harus dibayar). 
c. Memasukan segala berkas yang sudah difotocopy 2x ke kotak yang 
ada di loket pendaftaran. 
d. Setelah dicek kebenaran dan kelengkapan berkas, diberikan nomor 
urut antrian rangkap 2. 1 lembar diberikan ke WP dan 1 lagi untuk 
ditempel di berkas formulir. 
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e. Jika terjadi ketidaksesuaian antara KTP/SIM, STNK atau BPKB WP 
akan dipanggil, kemungkinan akan dibalik nama/KTP kadaluarsa 
sehingga harus diganti dengan syarat KTP/SIM yang masih berlaku, 
termasuk jika STNK masa berlakunya habis (5tahunan) harus dicek 
fisik di halaman Samsat dengan membawa kendaraan bermotor yang 
bersangkutan. 
f. Input data terminal pendaftaran, harus dipastikan kesesuaian 
KTP/SIM, STNK, fotocopy BPKB (BPKB & nomor BPKB buku 
dikembalikan ke WP, BPKB leasing dijadikan arsip Samsat yang 
setiap tahun harus diperbaharui). Operator melihat tampilan di layar 
monitor dan harus sama dengan data yang telah sesuai tersebut. 
g. Setelah berkas sesuai dan tidak terjadi kendala kemudian dimasukan 
ke input penetapan. Jika terjadi kendala karena ketidaksesuaian status 
tahapan maka harus dibenahi di ruang kontrol. 
h. Memastikan besaran pajak antara formulir, SKTBP (Surat Ketetapan 
Tanda Bayar Pajak) tahun lalu dan jumlah bayar di monitor harus 
sama. Jika terjadi tunggakan, dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada 
WP meskipun di loket pendaftaran sudah diinformasikan karena daftar 
hari ini maka harus membayar hari ini juga. 
i. SKTBP yang tercetak disusun oleh kasir untuk diurutkan sesuai nomor 
antrian, sedangkan berkas lain yang sudah ditetapkan dicroscek oleh 
bagian pengecekan dengan tembusan SKTBP yang sudah tercetak. 
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j. WP membayar ke kasir sesuai nomor antrian, ada kemungkinan tidak 
urut karena beberapa hal: 
1) jatuh tempo tidak sama antara formulir dengan SKTBP tahun lalu, 
2) nilai jual belum tercantum di formulir, 
3) tunggakan Jasa Raharja belum tercantum di formulir serta 
4) harus masuk ke ruang kontrol yang membutuhkan waktu. 
k. Setelah WP selesai membayar, antri untuk menunggu diserahkan 
kembali STNK asli berikut tanda identitas diri (KTP/SIM) asli. Jika 
terjadi pergantian STNK, mutasi dari luar, ganti pemilik, ganti alamat 
ataupun pemutakhiran data proses yang ditempuh memerlukan waktu 
sedikit lama meski standart waktu sesuai dengan waktu yang sudah 
ditetapkan. 
l. Wajib pajak pulang sudah membawa syarat yang pertama kali disusun 
di loket pendaftaran. 
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Gambar 3.3 
  prosedur pembayaran 
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Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada Samsat Surakarta untuk 
mekanisme pelayanan, baik yang dilakukan secara manual maupun On-
Line dilakukan dengan urutan pelayanan yang sama. Salah satu upaya 
yang diambil Samsat Surakarta untuk mewujudkan pelayanan prima 
adalah penggunaan sistem On-line dalam pembayaran PKB yang dimulai 
sejak bulan Nopember 2005. Kelebihan sistem On-Line Jawa Tengah yaitu 
pada cakupannya yang benar-benar bisa menghubungkan seluruh kantor 
Samsat, kantor Samsat Pembantu maupun Samsat Keliling dan Samsat 
Cepat/Drive True juga Samsat Mall yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. 
WP dapat membayar PKB dan Pengesahan STNK di Samsat manapun di 
Jawa Tengah tidak perlu ke Samsat asal. Dengan kata lain Samsat ada 
dimana-mana dan WP bisa membayar ke mana saja. 
On-Line masuk adalah jumlah PKB yang diterima Samsat Surakarta 
dari WP yang berasal dari daerah lain tetapi masih satu wilayah yaitu 
Propinsi Jawa Tengah, sedangkan yang dimaksud On-Line keluar adalah 
jumlah PKB yang diterima Samsat Surakarta yang berasal dari WP yang 
melakukan pembayaran di Samsat lain tetapi masih dalam satu wilayah 
Propinsi Jawa Tengah. Data Kantor Samsat yang berada di Jawa Tengah 
dapat dilihat dalam lampiran. 
2. Pengaruh Pembayaran PKB secara On-Line terhadap penerimaan 
PKB pada Samsat Surakarta 
Dari tahun ke tahun penerimaan PKB  di Surakarta semakin 
meningkat, dengan adanya pelayanan sistem On-Line diharapkan dapat 
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memberikan pengaruh secara maksimal terhadap pendapatan PKB 
mengingat semakin tingginya target yang harus dicapai setiap tahunnya 
pula. Dengan adanya target yang harus dicapai setiap tahunnya maka dapat 
dipastikan obyek PKB maupun nominalnya diharapkan juga mendekati 
target yang dibebankan oleh Dipenda Provinsi Jawa Tengah. Berikut 
disampaikan tabel penerimaan PKB Samsat Surakarta beserta target yang 
harus dicapai untuk tahun anggaran 2006-2009. 
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Tabel 3.1 
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2006-2009 
 
Sumber: UP3AD Kota Surakarta
TAHUN ANGGARAN 2006 TAHUN ANGGARAN 2007 TAHUN ANGGARAN 2008 TAHUN ANGGARAN 2009 
TARGET  50,747,244,000 TARGET   60,475,170,000  TARGET  76,250,950,000 TARGET  75,900,847,000 BULAN 
OBYEK JUMLAH OBYEK JUMLAH OBYEK JUMLAH OBYEK JUMLAH 
                  
JANUARI  15,729   3,445,171,725  17,333 4,423,552,925 19,388 5,179,857,490    19,988    5,391,865,325  
PEBRUARI  15,480   3,669,166,775  15,690 4,261,395,425 17,458 5,067,019,625    18,309    5,291,361,875  
MARET  16,330   4,350,987,325  17,660 4,969,210,800 18,823 5,395,832,075    20,225    5,868,093,850  
APRIL  17,306   4,568,033,345  17,508 4,838,827,650 19,551 5,695,982,330    20,396    6,012,229,925  
MEI  17,093   4,501,635,450  18,302 4,955,494,325 19,411 5,672,695,310    20,251    5,978,586,500  
JUNI  16,668   4,443,880,820  17,528 4,864,314,850 18,818 5,411,729,850    21,470    6,253,141,025  
JULI  18,498   4,741,258,800  19,681 5,239,673,475 21,711 6,071,954,675    24,922    7,092,692,275  
AGUSTUS  20,016   5,194,387,820  19,911 5,376,750,550 22,009 6,173,036,850    24,844    7,044,262,425  
SEPTEMBER  19,512   5,222,019,845  19,658 5,558,712,545 22,541 6,789,950,600    20,663    6,233,371,375  
OKTOBER  18,178   4,925,147,175  20,131 5,444,155,850 20,693 5,701,889,100    23,408    6,681,485,675  
NOPEMBER  18,205   4,615,748,925  19,432 5,156,637,525 19,978 5,379,019,650    20,471    5,830,772,100  
DESEMBER  17,249   4,586,508,650  17,707 4,853,649,400 19,660 5,522,281,775    22,806    6,715,066,925  
                  
JUMLAH 210,264 54,263,946,655 220,541  59,942,375,320  240,041   68,061,249,330   257,753  74,942,375,320 
                  
                  
%   106.93%   99.12%   89.26%   98.01% 
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Pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa target untuk tahun 2006 yaitu 
sebesar 50.747.244.000 sedangkan realisasi tahun 2006 sebesar 
54.263.946.655 (106,93%). Keadaan pada tahun ini cukup baik karena 
realisasi sudah melebihi target. Pada tahun 2007 target penerimaan sebesar 
60.475.170.000 sedangkan realisasi sebesar 59.942.375.320 (99,12%). 
Pada tahun 2008 target penerimaan sebesar 76.250.950.000 dan realisasi 
sebesar 68.061.249.330 (89,26%). Pada tahun 2009 target sebesar 
75.900.847.000 dan realisasi sebesar 74.942.375.320 (98,01%). Jika 
dilihat tahun 2007, 2008 dan 2009 realisasi tidak melebihi target, namun 
demikian pendapatan selama tahun tersebut terus mengalami peningkatan. 
Penyebabnya yaitu mulai tahun 2007 potensi jumlah nominal PKB 
merupakan jumlah objek PKB lokal setelah ditambah On-Line Bank 
dikurangi On-Line masuk dan ditambah On-Line keluar Solo, sedangkan 
pada tahun-tahun sebelumnya potensi jumlah nominal PKB merupakan 
semua penerimaan Samsat Solo yaitu jumlah objek PKB lokal setelah 
ditambah On-Line Bank ditambah On-Line masuk dan ditambah On-Line 
keluar Solo sehingga realisasi mencapai target. 
Dari data di atas dapat dicermati bahwa apapun kondisinya, diharapkan 
tetap akan ada peningkatan realisasi atas PKB dengan tetap berpegang 
pada komitmen bahwa kualitas layanan pada masyarakat tetap 
diutamakan. 
Mulai bulan Nopember 2005 sistem On-Line yang diterapkan akan 
memberikan pengaruh terhadap penerimaan PKB bulan-bulan selanjutnya. 
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Pada bulan Nopember 2004 jumlah objek pajak sebesar 15.818 dengan 
penerimaan sebesar 3.502.285.315 dan pada bulan Nopember tahun 2005 
objek pajak sebesar 15.441 dengan penerimaan sebesar 3.530.806.900 atau 
dengan kenaikan penerimaan sebesar 0.81% dari tahun 2004. Pada bulan 
Nopember 2006 objek pajak sebesar 18.205 dengan penerimaan sebesar 
4.615.748.925 atau dengan kenaikan penerimaan sebesar 30.73% dari 
tahun 2005. Pada bulan Nopember 2007 objek pajak sebesar 19.432 
dengan penerimaan sebesar 5.156.637.525 atau dengan kenaikan 
penerimaan sebesar 11.72% dari tahun 2006. Pada bulan Nopember 2008 
objek pajak sebesar 19.978 dengan penerimaan sebesar 5.379.019.650 atau 
dengan kenaikan penerimaan sebesar 4.31% dari tahun 2007. Pada bulan 
Nopember 2009 objek pajak sebesar 20.471 dengan penerimaan sebesar 
6.370.772.100 atau dengan kenaikan penerimaan sebesar 18.44% dari 
tahun 2008. Berikut ini disajikan tabel realisasi penerimaan PKB yang 
diterima Samsat Surakarta. 
Tabel 3.2 
REALISASI PENERIMAAN PKB 
BULAN NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2004-2009 
UP3AD KOTA SURAKARTA 2009 
 
TAHUN OBJEK KENAIKAN  PENERIMAAN KENAIKAN  
    OBJEK (%)   
PENERIMAAN 
(%) 
2004 15,818 - 3,502,285,315 - 
2005 15,441 2.00 3,530,806,900 0.81 
2006 18,205 17.90 4,615,748,925 30.73 
2007 19,432 6.74 5,156,637,525 11.72 
2008 19,978 2.81 5,379,019,650 4.31 
2009 20,471 2.47 6,370,772,100 18.44 
 Sumber: Samsat Surakarta 
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GRAFIK POTENSI OBJEK PKB 
 
Gambar 3.4 
Grafik Potensi Objek PKB Bulan Nopember 
 
GRAFIK REALISASI PENERIMAAN PKB 
 
 
 
Gambar 3.5 
Grafik Realisasi Penerimaan PKB Bulan Nopember 
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Untuk proses On-Line dijelaskan bahwa sistem yang telah diawali 
sejak tanggal 01 Nopember 2005 tersebut semakin diminati WP yang 
memang membutuhkan waktu, tenaga maupun jarak yang relatif mudah 
terjangkau. Sekalipun berada jauh dari domisili seperti yang tertera pada 
STNK, namun WP bisa membayar dimana saja. Dari data di atas 
penerimaan PKB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan bisa 
dikarenakan adanya penambahan kendaraan bermotor R2 ataupun R4 baru 
yang mengakibatkan PKB yang dibayarkan lebih tinggi maka penerimaan 
Samsat semakin tinggi pula. 
  
Berikut dijelaskan beberapa faktor yang mengakibatkan penerimaan 
Samsat mengalami kenaikan dengan adanya sistem On-line: 
a. Kenaikan kepemilikan objek PKB. 
Daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor baik R2 maupun 
R4 dari tahun ke tahun yang selalu meningkat.  
Berikut ini disajikan tabel peningkatan Objek PKB kota Surakarta. 
Tabel 3.3 
POTENSI OBJEK PKB 
BULAN NOPEMBER TAHUN ANGGARAN 2004-2009 
UP3AD KOTA SURAKARTA 2009 
 
Objek Tahun 
Roda 2 Roda 4 
2004 12.326 3.492 
2005 12.188 3.253 
2006 14.554 3.651 
2007 15.654 3.778 
2008 16.159 3.819 
2009 16.547 3.924 
Sumber: Samsat Surakarta 
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b. Adanya kepatuhan dari masyarakat 
Faktor ini dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pelayanan 
baik secara manual maupun On-Line dan kecepatan serta ketepatan 
juga keramahan pelayanan yang diberikan oleh petugas guna 
mewujudkan Pelayanan yang Prima sesuai dengan visi Samsat. 
 
Penerimaan PKB yang berasal dari On-Line  Masuk (Samsat Solo 
memproses Samsat lain) sejak diluncurkan 01 Nopember 2005 mengalami 
peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.  
 
Data berikut dapat menggambarkan realisasi penerimaan yang 
diterima/diproses Samsat Solo: 
Tabel 3.4 
Realisasi Penerimaan PKB Diproses dan Memproses Samsat Lain 
1 Nopember 2005-31 Nopember 2009 
 
Tahun Diproses Memproses 
2005 36.218.050 120.384.050 
2006 637.818.850 1.236.299.350 
2007 1.286.344.725 2.683.657.075 
2008 1.958.439.400 5.031.419.200 
2009 3.232.173.425 5.857.722.275 
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Gambar 3.6 
Realisasi Penerimaan Diproses dan Memproses Samsat Lain 
  
Tabel 3.5 
Realisasi Objek PKB Diproses dan Memproses Samsat Lain 
Tahun Anggaran 2005-2009 
 
Tahun Diproses Memproses 
2005 178 551 
2006 2.194 5.190 
2007 4.837 11.594 
2008 6.996 20.510 
2009 9.973 24.039 
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Gambar 3.7 
Realisasi Penerimaan Objek PKB Diproses dan Memproses Samsat Lain 
Sumber: Samsat Surakarta 
 
 Dari data tersebut, ternyata sejak diluncurkan fasilitas On-Line faktanya 
penerimaan objek maupun nominalnya terus meningkat. Ini berarti masyarakat 
yang memproses di Samsat Solo jauh lebih banyak dibanding kendaraan nomor 
polisi Solo yang diproses Samsat lain, Indikatornya adalah: WP percaya dan 
yakin akan kinerja petugas di Samsat Solo yang cepat akurat, akuntable, dan 
aman serta nyaman. 
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3. Permasalahan yang dihadapi dalam pengopersian sistem pembayaran 
secara On-Line. 
Dalam pengoperasian sistem On-Line  yang diterapkan ini, tidak 
lepas dari kendala-kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. 
a. Kendala yang bersifat internal 
Kendala yang bersifat internal disini dimaksudkan yaitu kendala-
kendala yang berasal dari dalam Samsat sendiri. Adapun kendala-
kendala tersebut antara lain: 
a) Rusaknya Komputer yang dipakai dalam pengoperasian sistem 
pembayaran secara On-Line. Adanya kerusakan ini sangat 
menggangu kelancaran proses pelayanan dikarenakan petugas 
harus memperbaiki kerusakan tersebut agar pelayanan bisa 
diteruskan. 
b) Adanya trouble jaringan On-Line 
Permasalahan yang sering timbul adalah adanya gangguan 
jaringan. Saat jaringan tidak connect untuk akses internet, maka 
sistem On-Line tidak dapat dijalankan. Gangguan jaringan ini bisa 
terjadi dikarenakan beberapa faktor, baik dari server maupun 
faktor alam antara lain cuaca. Saat adanya gangguan jaringan 
seperti ini, kegiatan pelayanan terpaksa dihentikan, menunggu 
hingga jaringan connect lagi. 
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c) Kurangnya pemahaman WP terhadap adanya penerapan sistem On-
Line 
Masalah kurangnya pemahaman ini dikarenakan kurangnya 
sosialisasi dari Samsat mengenai adanya penerapan sistem yang 
baru yaitu secara On-Line, dimana WP yang berasal dari luar kota 
dapat melakukan pembayaran PKB dimana saja kecuali pada saat 
pergantian STNK WP harus kembali ke Samsat asal. 
b. Kendala yang bersifat Eksternal 
Kendala yang bersifat Eksternal ini berasal dari luar Samsat, antara 
lain dapat berupa: 
a) Ketidak lengkapan syarat yang harus dipenuhi 
Sering kali WP datang ke Samsat tanpa membawa syarat-syarat (STNK, 
BPKB, KTP beserta fotokopi) yang lengkap. Hal ini sangat merugikan WP 
karena WP harus mengambil syarat–syarat tersebut kemudian datang 
kembali untuk melakukan pembayaran. Dalam mengatasi permasalahan 
tersebut dalam ruang tunggu Samsat tertera poster yang berisi 
keterangan syarat-syarat yang harus dibawa WP dalam pembayaran PKB 
secara On-Line. 
b) Ketidak cukupan uang dalam pembayaran PKB 
WP sering tidak menyadari bahwa keterlambatan membayar pajak, 
meskipun hanya satu hari dikenakan denda keterlambatan. 
Kenaikan tarif SWDKLLJ yang cukup tinggi tanpa sosialisasi yang 
cukup dari Jasa Raharja juga menjadi salah satu penyebab adanya 
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masalah kekurangan biaya pembayaran PKB oleh WP. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, harus ada sosialisasi yang lebih 
tentang kenaikan tarif SWDKLLJ dari pihak Jasa Raharja kepada 
masyarakat. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Mekanisme dan Prosedur sistem pembayaran PKB yang diberikan oleh 
Samsat Surakarta baik yang dilakukan secara manual maupun On-Line 
dilakukan dengan urutan yang sama. Urutan pelayanan tersebut antara 
lain: 
a) WP datang dengan melengkapi KTP/SIM, BPKB, beserta 
STNK asli. 
b) Mengambil formulir SPPKB kemudian ditanda tangani. 
c) Memasukan semua berkas ke loket pendaftaran. 
d) Setelah dicek kebenaran berkas kemudian diberi nomor urut 
antrian. 
e) Jika terjadi ketidaksesuaian antara KTP/SIM, STNK atau 
BPKB maka WP akan dipanggil untuk menggantinya. 
f) Menginput data terminal pendaftaran harus sesuai antara 
KTP/SIM, STNK dan fotocopy BPKB. 
g) Setelah berkas sesuai dan tidak terjadi kendala kemudian 
dimasukan ke input penetapan. 
h) Memastikan besarnya pajak antara formulir, SKTBP tahun lalu 
dan jumlah bayar di monitor harus sama. 
i) SKTBP yang tercetak disusun oleh kasir untuk diurutkan sesuai 
nomor antrian. 
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j) WP membayar ke kasir sesuai nomor antrian. 
k) Setelah WP selesai membayar, antri untuk menunggu 
diserahkan kembali STNK asli berikut tanda identitas diri 
(KTP/SIM) asli. 
l) Wajib pajak pulang sudah membawa syarat yang pertama kali 
disusun di loket pendaftaran. 
Prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem 
On-Line sangat efisien karena wajib pajak dapat membayar Pajak 
Kendaraan Bermotor tanpa harus di tempat wajib pajak terdaftar tetapi 
bisa di Samsat lain yang sudah menerapkan sistem On-Line selama 
masih dalam satu wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan kata lain 
Samsat ada di mana-mana. 
2. Dengan sistem On-Line, penerimaan PKB dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan PKB pada tahun 2006 
sebesar 106,93% dari target sebesar 50.747.244.000 dengan realisasi 
sebesar  54.263.946.655. Realisasi penerimaan PKB pada tahun 2007 
sebesar 99,12%. Realisasi penerimaan PKB pada tahun 2008 sebesar 
89,26%, sedangkan realisasi penerimaan PKB pada tahun 2009 sebesar 
98,01%. Pada tahun 2007, 2008 dan 2009 realisasi tidak melebihi 
target dikarenakan mulai tahun 2007 potensi jumlah nominal PKB 
merupakan jumlah objek PKB lokal setelah ditambah On-Line Bank 
dikurangi On-Line masuk dan ditambah On-Line keluar Solo. Namun 
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demikian pendapatan selama tahun tersebut terus mengalami 
peningkatan 
Pada bulan Nopember 2005 besar kenaikan penerimaan adalah sebesar 
0,81% dari tahun sebelumnya. Pada bulan Nopember 2006 sebesar 
30,73%, bulan Nopember 2007 sebesar 11,72, bulan Nopember 2008 
sebesar 4,31%, bulan Nopember 2009 sebesar 18,44%. 
Faktor yang mengakibatkan penerimaan Samsat mengalami kenaikan 
dengan adanya sistem On-Line adalah: (a) kenaikan kepemilikan objek 
PKB, (b) adanya kepatuhan dari masyarakat. 
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengoperasian sistem 
pembayaran secara On-Line ada 2 macam, yaitu kendala yang bersifat 
Internal dan kendala yang bersifat Eksternal. Kendala yang bersifat 
Internal antara lain rusaknya komputer yang dipakai dalam 
pengoperasian sistem pembayaran secara On-Line, adanya trouble 
jaringan On-Line, dan kurangnya pemahaman WP terhadap adanya 
penerapan sistem On-Line. Kendala yang bersifat eksternal antara lain 
ketidak lengkapan syarat yang harus dipenuhi dan ketidak cukupan 
uang dalam pembayaran. 
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B. SARAN 
1. Menggunakan komputer lebih dari satu sehingga jika ada salah satu 
komputer yang rusak masih ada komputer lain. 
2. Menggunakan server yang jarang mengalami gangguan/trouble 
jaringan. 
3. Mengadakan sosialisasi mengenai adanya penerapan sistem On-Line 
dari Samsat kepada masyarakat. 
4. Mengadakan sosialisasi tentang syarat-syarat yang harus dibawa WP 
dalam pembayaran secara On-Line. 
5. Mengadakan sosialisasi tentang kenaikan tarif SWDKLLJ dari pihak 
Jasa Raharja kepada masyarakat. 
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